
BUPATI KEBUMEN 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KEBUMEN 
NOMOR 61 TAHUN 2014 

TENTANG 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010-2015 

Menimbang 

Menetapkan 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEBUMEN, 

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan 
Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 
Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 ten tang Road Map 
Reformasi Birokrasi 2010-2014 serta Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah perlu 
adanya langkah-langkah pelaksanaan reformasi 
birokrasi yang telah, sedang dan akan dilaksanakan 
oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen; 

b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan 
reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kebumen, perlu menetapkan Road Map 
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3875) sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4150); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5589); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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Menetapkan 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 
4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2010-2014; 

15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2014 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

1 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang 
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 ten tang 
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 
Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam 
Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kebumen Tahun 2004 Nomor 64); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 
2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Ke bumen N omor 1); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Nomor 22); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 
Tahun 2010 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 -
2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 
2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kebumen Nomor 50}; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI 
BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
KEBUMEN TAHUN 2010-2015. 
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Pasal 1 

Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kebumen Tahun 2010-2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kebumen Tahun 2010-2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen periode Tahun 2010-2015. 

Pasal3 

Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kebumen Tahun 2010-2015 dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan 
kebutuhan daerah berdasarkan masukan dan arahan dari Tim Pengarah 
Reformasi Birokrasi Kabupaten Kebumen. 

Pasal 4 

Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 dilaksanakan oleh masing-masing 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Kebumen. 

Ditetapkan di Kebumen 
pada tanggal 28 Oktobe.r 2814 

BUPATI KEBUMEN, 

~ 
BOYAR WINARSO 

Diundangkan di Kebumen 
padatanggal 2~ Ok tobe.r 281 4 

SEKRET RIS DAERAH 
f KABUPA EN KEBUMEN, 

• 

BERITA DAERAH KABUPATEN kEBUMEN TAHUN 2014 NOMOR 62 

l_ TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI 
I OLEH BAGIAN HUKUM 
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